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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN DBADAN KEPEGAWALAN NEGARA REPUSLIK INDONESLA
NOWOR 7 TARHUN 20023
TENTANG
SIZTEM INFORMAS] APARATLUIR SIPIL NEGARA

DEMNGAN EAHMAT TUHAN ¥ANG MAHA ESA

EEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REEPUSLIE INDONESLA,

Menimbang : 2. bahwa untuk menjamin ehsiens, elektiatas, dan alouras:
pengambilan keputusan dalam mangemen Aporatur
Sipil Negara diperlukan sistem informasi Aparatur Sipil
Negara vang diselenggarakan secara nasional dan
lerinlegras: antar instans pemermilah;

b, bhahwa dalam  penvelenggarasn sislem informasi
Aparatur 5ipill Negara secara nasional dan terintegrasi
ancar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalsam
huratf a, perlu jaminan atas kKeterpaduan dan akuras
data delam  leknolom  informasi  vang mudah
diaplikasikan, mudah diakses, dan mcomiliki sistem
kenmanan yang dipercayva;

t. bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data
schagaimana dimaksud dalam huraf b, diperlukan
pcmumkhlran clata secara herkals dan pr_tn}’.:_lmp;_ﬁ;_]_m}ra
kepada Badan Kepegswiailan Negora sebagal amsanal
Pasal 127 Undang-Undang Nomor & tahun 20749 fentang
Aparatur Sipil Negara;

d. bahwa  beordasarkan  pertimbangan sebapaimana
dimaksud dalam huraf a, huruf b, dan hural ¢, perla
menerapkan  Peraturan Badan  Eepegpawazian  MNegara
lentang Jisiem Informas) Aparatur Sipil Negara,

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tontang Aparatur
Sipil Negara  [lembaran Negara Republik  Indonesia
Tabin 2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 53494);

2. Peraturzn Pernerinlah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Muangjermnen  Pegawal MNegerl Sipil  [Lembaran Negara
Republik Indanesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor G037)
stlmgaimana lelah dinbsab dengan Peraturan Pomerintah
Nomor 17 Tabun 2020 (enltang Perubzhan  atas
Poraturan Pemcrinlah Nomor 11 Tahoun 2017 tentang
Muansjemen Pegawal Negeri Sipid {Lembaran Megara
Eepublik Indonecsia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomaor 647°7);
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Peraluran Presiden Nemor 58 Tahun 2013 tentang
Badan Kepepawaian Megara {Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 20013 Nomor 125}

Peraturan Brdan Kepegowaian Negoara Nomor 29 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kena Badan
Kepegawalan Megara (Berila Negara Republik Tndnnesia
Tahun 2020 Nomor 1728);

Peraturan Badan Kepepgawaian Negara Nomor 31 Tahun
2020 tentang Organisast dan Tara Kerja Kantor Regional
Badan Kepcgawaian Wepsra (Berita Negars Republik
Indoncsia Tahun 2020 Nomor 1720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
S1IETEM INFORMABI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UKLUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan i vang dimalkesud dengan:

L.

i

o,
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Aparatar Sipil Nepara yvang selanjurnya disingkar ASN
adalah profesi bapl pegawal negeri sipll dan pegawai
pomerintah dengan perjanjian kerja yang bokerja pada
instansl pemerintak.

Pepawal Aparatar Sipil Negara vang selanjutnyva disebnl
Popawat ASN adalah pepaws nepert sipal dan pepawai
pernerintah dengan perjaniian kerja yang diangkal oleh
pcjabat pembina kepegawaian dan discrahi tugas dalam
suatu jabatan pecmermtahan atau discrahil tugas ncgara
lainnya dan digaji kerdasarkan peraturan perundang
IJ,T'I[I HTLHH Ti,

Pepawnml Neper Sipil vang selanjulnyva disinglkat PNS
adalah warga negarn Indonesia vang memenuhil syarac
tertentu, diangkst sebagal Pegawal ASBN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegowalan untmk mendudulki
jahartan pemetrintahan.

Pegawal Pemerinizl dengan Perjanfian Kerlz vang
sclanjumnya  disingkat 'I'PK adalah warga negara
Indonesia vang memenuhi svarat  lerienlu,  vang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangks
waktu tertenty dalam rangka melaksanskan Lugas
pemerintabian,

Manajemen ASN  adalabh  pengelolaan ASN untuk
mcnghasillkan pegawar ASMN vane professional, memilila
nilai dasar, etika profesi, bebas dan imlervensi polilik,
bersih dan prakihlk korupst, kolust, dan nepotisme.
Inslanst Pemerinlah adalah instanst pusac dan instansi
daerah.

Insrans1 Pusat  adalah  kementerian,  lembaga
pemerintal nonkementerian, kesekretariatan lemhbaga
ncgara, dan kesckretariatan lembaga nonstruktural.
Inatanai [lacrah adalah perangkat dacrah provinsi cdan
perangkal  dacrabh Kabupaten/kola  yang  mehpab
sekretarial  daerah, sekretanat dewan  perwakilan
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rakval dacrah, dinas daerah, dan lembaga  leknis
daerah.

Sistem  Pemcrintahan Berbasis Elektronikk  vang
selarjulnva disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
pemerirniahan yang memanfaatkan tcknologl informasi
dan komunikasi uniuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBRE.

Sistem Informasi ASN yvung selanjulnyva disingkar SIASN
adalah rangkaian informasi dan data mengenai Megawal
ASN vang disusun sccara sistermnatis, menveluruh, dan
terintegrasi dengan berbasis telnaologl,

Data I'cgawal ASN adalah catatan atas kumpulan takta
atan deskripst berupa angka, kargkter, simbol, gambar,
pela, tanda, tulisan, suwara, dan/atau bunyl yvang
mempresentasikkan keadaan  schenamys atau
menunjukkan  suat ohbjck, kondisi, atau  situas:
mengenai Pegawal ASN yvang sccara relatif belum diolah
sejak pengangkatan sampai dengan berhenti dan/fatan
pensiun.

Informasi Pegawal ASN adalah Dara Pegawai ASYN vang
telah  dinlah arau  diproses menjadi hentuk  vang
mengandung nilail dan makna vange berpuna untuk
meninegkatkan lvanan pada SIASN.

Lavanan S[ASN adalah pelayvanan Mansjemen ASN vang
disusun  sccara  sistematis, menycluruh,  dan
rerintegrasi dengan berbasis teknologi.

Urnil Penpelola Kepegawaian Tnatans: Pasal adalah Biro
Kepegawoilan, Biro Sumber Dayva Manusi, Biro
(drganmisas), Biro Tata Laksana atau dengan seburan
lain yang  sejenis  pada kementerian,  lembsga
pemneriniah nonkementeran, keselkrelanatan lembagen
negary, dan kesekretarialan lembapgs nonsiroktaral
untuk pengelolaan 51ASN dalam hngkup [nstanst Pusar
MASINg-IAsSIng,

Unit Pengelola Kepegawaian Instansi Daerah adalah
Badan Kepegawaian Dacrah/Badan Kepepawaidan dan
Penpembanpan Sumber Daya Manusia/Badan
Kepegawalan Pendidikan dan Pelatihan, {(rgamsas
I'eranglear Daerah yang mengurusi arganisasi, alay
dengan scbutan lain vang seenis pada  perangkal
dacrah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/ lkota
ntuk pengelolaan 514N dalam lnegkup  Inslanst
Dawerah masing-masing,

Dokumen HKepegawalan adalah columen di bidang
kepegawaian  vang ditetapkan  oleh Pejabal  vang
herwenang.

Peiabat Pembina Eepepawaian  vang  sclanjutnva
disingkat PPK  adalah pejabat vang mempunyal
kewenangan menetapkan pengangkatan, permindabarn,
serta pemberhentian dan pembinaan Manajemen ASK
il Instuns Pemerinlah,

NMomor Indule Pesawal vang selanjumya disingleat MNP
adulah nomor vang  diberiksn kepads PNE sebapai
identitas vang memuat tohun, bulan, dan tangeal lahir,
serta ahun dan bulan pengangxkatan pertams selmpal
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calun PNS/PNS, jenis Kelamin calon PNS/PNS, dan
nomcr urat calon PNS/PNE,

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdirli atas  inloeimasi elelkwronik yvang  dilekalkan,
terasosiasi, alau terkait dengan mformas: eleklromk
lwinnya yang digunakan sebagal alat verifikasi dan
autenlikasi.

Sertifikat Elekrronik adalah sertifikal vang bersifat
clektronik yang memuat Tanda Tangan Elckironik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hulkum para
pihak dalam transaksi elekironik vang dikeluarkan oleh
penvelengrara sertifikas elekironik,

Kode Referensi adalah tanda berist karakier vang
mengandung atau mengeambarkan makna, maksod,
atau norma lertentu sebagal rujukan identitas dala
wang bersifat unik,

Halk Akses acalah hak wang dibernikan untuk
mengoperasidan 2lIASN dengan sistem clekironik.

Keode Akses adalah angka, huruf, sinbol, karakier
lwinmiya alau kombinasi di antaranys, vang merupakan
kunet unluk dapal menpgakses komputer dan/atau
sistem elektromk lainnya,

Badan Kepegawaian Negara vang selanjutnva disingloat
BEN adalah lembags pemerinlah nonkementerian vang
dibcri kowenangan melakukan pemibinasn dan
menvelenggarakan Manajemen ASN secara nasionsl,
Walidata ASN adalah salah  satu unit kerjo di
lingskungan BEKN  wvang  bertanggung jawab  dalam
menvelenggaralkan urusan data dan intormasi di bidang
ASN,

Integrasi S1ASN adalah proses menghubungkan dan
menvatukan beberapa layanan ke dalam saru kesatuan
alur kerja SIASN.

Pasal 2

Fuang lingkup SIASN meliputs:

a.
k.
.
d.
e,

(1

Data Pegawail ABN, Informasi Pegawail ABEN, layanan
HBIAEN;

prngelolaan SIASN;

sumber daya SIASN;

pengembangan SIASN; dan

pendanaan SIASN.

GADL 11
DATA PEGAWAL ASN, INFORMASI PEGAWAL ASXN,
DAN LAYANAN SIASN

Bagian Kesalu
Lmum

Pasal 3
Untuk mendukung dan memudahkan penvelenggaraan
Manajemen ASN serta pengambilan kepurtusan dalam
Manajemen ABMN yang efisien, efektil, dan akurat
diperlukan Data Pegawal ASN, Inlormas: Pegawal ASN,
dan Layanan S1A2N vang dikelola dalam SIASN.
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Dt Popawal ASN, Informast Pepawai ASN, dan
Lavunun SIASN sebagaimana dimzksud pada avat (1)
haras terinet dan terklasifikas.

Bagian Kedua
Nata Pegawal ASN

Pasal £

Data Pegawal AN lerdiri dar:
4. data PNS; dan
k. data PPPE.
Data Pegawal ASN paling kurang meliputy:
a. data riwsyat hidup,
. data riwayat pendidikan Jormal dan nenformal;
c. data riwayat jabatan dan kepangkalan;
. data riwavat ponghargaan, tanda jasa, alau landa

kehiormatan,
#. dara riwavat pengalaman berorganisasi;
[ dsta riwayval gaji
g, dara nwaval pelatihan;
h. daftar penilatan prestast kenja;
1. surdal kepualusan; dan
1. kompelens.
Diata Pegawat ASN sebagaimana dimaksud pada avat (2}
harus dimulakhirkan dan divalidas: secara berkala oleh
produscn data BEN dan Unil Pengelola Kepegawaan
serta disampalkan kepada Walidata ASN sesual dengan
prinsip saiu data Indonesia,
Permmulakhiran schagaimana dimaksad pada aval [3)
juga dilakulan oleh Pegawal ASN melalul mekanisme
pomutakhiran data mandin ASN dan divalidasi oleh
Unit 'engelola Kepogswaian.
Permmutakhiran Data DPegawsal ASBN sccara berkala
sehagaimana  dimaksud pada  avat (3] dilakulkan
rrelaalin:
A, lavanan peremgaan data SIASN;
b, lovanan MvAZN;
c. Integrasi;
d. rekonsiliasl darta; dan/atau
e, pemutakhiran data lainnya vang aejenis.
Procusen datn DEN sehagnimana dimaksud pada aval
(3) meongolah  dan memvalidas: data scbhelum
disampaikan kepads Walidata ASN.
Walidatz ASN schbagaimana dimaksud pada avat (3]
wajilby melakukan kliring data {date clearing) sebelum
nenyelbarinasan MData Pepawal ARN  dan Informasi
Pepmwal ASN,
Penvebarluasan Data Popawal ASYN  dan  Informasi
Pegawal ASN vang bersifat khusus dapat dikehaackan
olchh Walidata ASN apabila ada pormintaan sccara
tertulis darn Instansi Pemcrintah atau nsttust lain
sesual  dengan  ketentuan  peraturan perundang
undangan.




Pazal 5

(1} Data Pegawai ABN naorus lerbuka untuk diskses oleh
unit kerja Instansi Pemerintah vang mengelola SIASN
mesual dengan keweonangan masing-masing.

(2] Pemanfaaian  Data  egawsa ASBN sebagaimana
dimaksud pada ayac (1) dapat diakses oleh publik
dengan memanlaalkan  portal data sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Informasi Pegawal ASN

Pasal &
Data Pegawal ASN scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 4
aval (1] diolah atau diproses menjadi Informas Pegawsa ASN,

Pasal 7

(1) Informast Pegawal ASN paling sedikil terdir atas:

a. informasi prediksi pensiun karcng mencapas batas
11814 pENSNIN,

k. informasi statistik ASMN periodik; doan

o, inlormasi slalistik ASN terkin,
{2] [mformast stalistik prediks pensiun Karena menca e
batas usia pensiun schagaimana dimaksud pada aval
(1] huraf a dilaksanakan paling secilkit
a. jumlah prediksi batas usia pensiun Pogawal ASN
menurli jenis instansl;

., jumlah predilksi batas usia pensiun Pegawal ASN
menurat jenis kelamin;

¢, jumlsh prediksi batzas usia pensiun Pegawai ASN
menurut tingkat pendidikan; dan

. umlah predikst batas usia pensiun PPegawai ASN
menuril jenis ahalan.

(3 Imlorma= slaosuk ASN S penodik sebagsimansa
dimalesud pada aval (1] huraf b dilaksanalan secara
periocdik atau sesudl kebuluban dan memuat paling
sedilit:

. scharan "cpawol ASN;

h. jumlah Pesawai ASN berdasarkan jenis Pegawai
ABN,

i, jumlah Pegswal ASN berdasar<an jenis instansi;

d. Jumlah Iegawal ASN  berdasarkan  tingkat
pondidikan;

c. jumlah Pogawai ASN berdaszar<an tingkart jabatan;

f.  jumlah Pegawai ASN berdasarkan tingkat usia.

g pertumbuban Pegawal ASN menurat jumlah PHNS;

h, jumlah Pegawai ASN memarul kelompok ummnur;

. jumlah Pegawal ASN menurut jenis kelamin;

1. jqumlah  Pegawar  ASN menurul golongan
kepungkalar dan jenis kelarming

k. jumlah Pegawal ASN dirinci menurut kelormpok
umur dan jenis kelamin,

1. jumlah Teogawal ASN odirinel monurat tingkatl
pendidilean dan jenis kelaming

m. jumlah Pegawal ASN dirinel menurut golongan
ruang dan jenis kelamin,
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fn.  jumlah Pegewnl ASN momuru jabatan dan jenis
kelaming

o, jumlah Pesawal ASN menurut jabaran tungsional
tertente dan jenis kelaming

p. jumlab Pegswai ASN menurut jonis xepegawaian
dan jenis kelamin,

. jumlah Pepawal ASN menurut masa kera dan jenis
kelamin;

r. umlah Pegawai ASHN menurut lokas) kerjz dan
Jeris kelamin; dan

s, jumlah ASHN menurut instansi dan golongan rusang,.

Informast statistik terkini sebagaimana dimaksud pada

wpyal (1) hurf ¢ dilaksanakan paling singkat 1 [saty)

hari sekali dan memuat paling sedila

a. seharan Pegawal ASN;

b.  jumlah Pepawai ASBN bperdasarkan jonis Pegawsd
ASN;

o, jumlah Pepgawai ASN berdzsarkan jenis instansi;

d. jumlah Pegaaal ASN berdasarkan jenis kelaming

#, jumlah Pegawal ASN  berdasurkan ungkal
pendidikean;

. jumlah Pegaws: ASN berdasarkan lnghkat jabatan;
dan

g jumnlah Pegawal ASN berdasarkan tingkat usia.

Bagian Keempat
Layvanan SIASN

Paragral 1
Lt

Pasal &
Layuanuan  JTARN  lerhubiang menggunakan jaringan
komurnika st dala d hngkap internal BEN dan elsiernal
REN dengan Hak Akses sesia kewenangannye masing-
TNASITLE,
Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. perencanasn kebutuhan Pegawal ASN,
k. maonajcmen kcscjahtocraan Pogawal ASN;
c. pcngadaan Pogawal ASN;
d. kartu suami;
o, kartu iscr;
f. peremazan data;
g, kenaikan panghkai;
h. pindah instans;
1. penctapan nama dan clemen MU
j.  rekomendasi penetapan tewas dan cacat total tetap;
k., penganpgkalan calon PNS memnads PN letab dan
sl Tt
. cul ch luar tanggungan negara;
. penelapan periinbangan status kepeguwainn;
rr. pemberhentinn dan pensiong
a. manajcmen talents Pegawsl ASN;
p.oadmin dan sistem pendukung,
0. mitcroperabnhisagg




]

(1

(2]

- K

referonsi kepegawalan,
lconsullasi dan banman huloum kepegawalan BRY;
pengawasan dan pengendalian;
clishboard operasional;
portal satu Data Pegawail ASN;
manajemen jabatan fungsional;
selelksi terbuka jabatan pumpenan Lingg;
penpembangan karier PNS;
telmis standardisasi jabatan ASN;
. informasi penyelessian banding administratif;
disiplin ASN yang terintegrasi,
co. Tanda Tangan Elektronik;
dd. seleksi lowongan pindah instansi: dan
co. temarik kepepawainn dan pendulang kepegawaian.

gpNdpgigran

Parnpgral 2
Lavanan Percncanaan Kebutuban Pegaws ASN

Puasal @
Layvanan perencandsn kebutuhan Pegawal  ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2] haral a
merupakan  subsistem  layanan  vang  tenintegrasi
dengan BIABN mencakup keglatan proscs perencanasn
kelbutuhan Pegawai ASN.
Layanan perencanadan  kebiafunhan Pegawai  ASN
schagaimana dimalksud pada avat (1) meliput keglatan:
a. pengelolaan referensi pera jabatan Pegawal ASN;
Ir, pengelolaan jabatan kritikal Pegowal AZN lmghkup
Instansi Pemerintah dan nasional;
penvusunan analisis kebutuhan Pegawai ASN;
pengclolaan data kebutuhan Perawai ASIN;
pertimbangan teloms keburuhan Peogawal ASN; dan
monitoring  lavanan  perencanaan kebutuhan
Powawnl ASN,

"R

Paragraf 3
Layanan Manajemen Kesejahteroon Pegawsi AZSN

Pasal 10
Lavanan manajemen  kesejahteraan  Pegawa:  ABN
sebapaimana dimaksud dalam Pasal B aval [2) hural b
merupskan  subsisterm layanan yang  terintegrasi
dengan SIASYN mencalup layvanan gajl, tunjangan,
jaminan pensiun, jaminan harl ta, penghargaan,
perlindunpan Pegawal ASN, dan cvaluasi jabatan.
Lavanan manajemen kesejahterasn Pegawai ASN
gebagaimana dimaksad pada avat (1) meliputi kegiatan;
d. pengeleolaan dan penvajlan dala dan informasi
riwavat gall, funjangan, jaminan pensian, jaminan
hart fua, penghargaan, perlindungan, kelas jabaton
Pegawai ASBN, dan tambahan penghasilan pegawat,
. penghitungan kebutuban anggaran clian
pongclolaan data besarar, gajl pokck, tuniangan
vang melekal prda pap polkok, dan lumjangan
kircria/tunjangan kinerja dacrah atau tunjangan
lain vang sejenis;




(1]

(2]

¢, pengusulon, validasi, perselujoan, dan pengelolaan
data penetopan hasil evaluss jsbatan; dan

d. menitoring  layvanan  manajemen kesejahterazn
Pogswnl ASN.

Paragral 4
Layanan Pengadasn Pepawa ASN

Pasal 11
Layvanan pengedaan  Pegawm  ABN schagaimana
dimaksud dalam Pasal B avat (2] huraf ¢ merupakan
subsistem layvanan vang terintegrast dengan SIAEN
mencakup kegiatan proses penetapan elemen NIP calon
PNS dan penctapan nomor induk PPPE unluk
metlapal persetujuan teknis peneapan elemen NP
dan persclujusn teknis penetapan nomor induk PPPE
sobagnl dasar alau syaral penganglslan Pepawal ABN,
Lavanan pcngadaan Pocgawal ASN  schagammana
dimaksud pada avat (1) meliputi kegiatan:
a. proses usul peonctapan clemen NI dan usal
penetapan nomor induk PPPK calon Pegawal ASN,
b. wvenlkast dan validast penetapan elemen NIP dan
nomor induk PPPE calon Pegoowal ASN;
¢, penetapan atau pembatalan elemen NIF dan nomor
induk PPPK calon Pegawai ABN, dan
d. moniloring layanan pengadaan Pegawal ABN.

Paragral 5
Lavanan Kartu Suami

FPasal 12
Layanan kartu suami sebagaimeana dimaksud dalam
Pasal 8 aval (2] hunal d merapalkan subsistem layanan
vang twrintegrasi dengan SLIASN mencakup kegiatan
penerbitan/ pencetakan kariu suami PPNS.
Layvanan karta suami schagaimana dimaksud pada ayal
(L3 melipur keplatan:
A, proses usul penelapan karlu suam;
b. werifikasi dan validasi penetapan karru suami;
e penetapan karta suami; dan
d. monitorng lavanan karlo sgami.

Paragral &
Layanan kKaroa Isoe

Paszal 13
Lavanan kartu istri sebagaimana dimaksud  dalam
Pasznl B ayal 2] hurul ¢ merupakan subsistem layanan
vang terintegrasi dengan SIASN mencakup kegiatan
penerbiian fpenocetakan karlo isirn FNS.
Layanan kartu istrn sebagaumana dimalesad parida ayat
111 melipuati kegiatan:
proses usol penelapan karlu isiri;
verifilkasi can validasi penetapan kartu istri;
penelapan kartu iscr; dan
monitoring lavanan karlu s,

e oo
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Paragrat 7
Layvanan Peremajaan Data

Pasal 14

Layanan peremajaan data  schagaimeana  dimaksud
dalam Pasal B avat 12) huraf o merupakan subsistem
lovanan vang lerinleprast dengan SIASN mcencakup
leegiaton prioses permliakhiran data profil Pegawal ASh
dan jabatan pimpman tUngg yang berasal dar kalangan
nonPME,

Lavanan peremajaan data sebagaimana dimaksud pada

avat [1) meliputs kegiatan:

a. peomutakinran data ulama pralil serla dala ciwayal
'egawal ASN dan jabatan pimpinan bngel yang
acrasal dari kalangan nonPNS;

b. wvalidasi dan persctujuan penclapan pemutakhiran
data car! dan lavanan tcmatik kepegawalan yvang
lenntegras dengan 3TASN;

¢, menvediakan sumber dekuamen pembanding dar
lavanan temalilk kopepawalan vang  lernnlograsi
dengan SIASN,

. pertimbangan teknis untuk peninjauan masa Herja;

e, penelapan pencantuman gelar dan protesi;

[. pemuiakhiran rwayal pemberhentan sementara
dan penpakifan kembali Pepawal ASN duan jabalan
pimpinan  tinggi vang berasal dan kalangan
nonPME: dan

g, monitoring lavanan peremajaan daca.

Paragrat &
Lavarnan Kenaikan Pangkat

Pasal 15

Lavanan ke raibkan }];-1r'|gk;-‘11 sebagaimana  dirmmakesud

dalam Pasal & aval (2) horul g omnerupakan subsisiem

lavarnan wang lerniegrast dengan SIASN mencakup

krgatan proses vernhkas dan validas sampar dengan

pricldpdan persclujudan; perumbsngan teknis dan

Kepala BKN dan penetapan surat keputusan kenatkan

pangkat atas penghargann vang diberizan berdasarkan

prestas keria den pengabadian PNE,

Lavanan kenaikan pangkat schagsimana dimaksud

pacda avat (1) melipatl kegiatan;

a. proscs vorifikasi validasi usul konaikan pangkat;

. proses wverifikasi walidasi usul kenalkan jalstan
tungsional keahlian utama;

. penetapan persenijuan dan perumbangan leknis
kenaikan pangkat;

d. penetapan pertimbangan leknis kenaikan jabatan
unpsional keahlian utama;

©, sarana integrasi lavanan kenaikan pangkat [V c ke
aias untulk jahatan pimpinan tingg madyva, jaharan
pimpinan tingei utama dan jabatan Rangsional
keahlian utama;
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[ sarmna integras! layonan kenaikan jabatan untul
jabalan Mangsional keahlian utarms;

. peonctapan  surat  keputusan  tentang  kenaikan
pangkat IV /o ke atas selain jabatan pimpman tnggn
madya, jahatan pimpinan tinggl ulama dan jabalan
frung=ional keahlian utama,

h. monilorning layvanan kenaikan Jabatan fungsional
wrahlian ulame; dan

i monitoring laysnan kenzikan panglkal,

Paragraf &
Layanan Pindah Instans

Pazal 16

Layanan pindah instansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 avat [2) huruf b meorupakan subsistem layanarn
yang lerntegrasi dengan 81ASN mencalup keglatan
proses  wverifikasi  dan wvalidasl  pindah  instansi,
prngaliban clan [EnUEREAN PME, penetapan
perseluuan lekns dan Kepala BRN atau Kepala Kantor
RHesional BEN, dan penetapan kepulusan pindah
instanst NS,
Loavanan pindah instans sebagaimana dimalesod padis
avar |1) meliputn kegiatan:
A, proses verihkas) dan validas wsul pandah mslans;
b, ponetapan, persetguan, dan pertimbangan teknis

pindah instansi; dan
c. meonitoring layanan pindah Instansi.

Puaragral 10
Lavanan Penetapan Namao dan Elemen NIP

Pasal 17
Lavanan pcnctapan nama dan clemen N1 schagaimana
dimalesud dalam Pasal # ayat (2) hurof 1 meropakan
subsistem layanan yvang terintegrasl dengan BlIASN
proses usulan perbaikan nama, tanggal lahir, dan
terhitung mulal tanggal calon PNS, jemis kelamin,
normer urial sampal dengan peneldapan nama, langgal
lahir, lerhilung mula langeal calon PNS, jems kelsamin,
dan nomor urut oleh Kepala BKN.
Layvanan penetapan nama dan elemen NIP sehagaimana
dimaltsua pada avat |1} melhputt kegiatan:
a. proses usulan perbaikan nama dan elemen NIP,
. walidasi proses usulan perbaikan nama dan elemen
MIP,;
i, penelapan perbaikan pamy dan elemen KIF oleh
Eepala BEN; dan
d. monitoring lavanan penetapan nsma dan clemen
NIP.
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Paragrafl 11
Layanan Rekomendasi Penetapan Tewas dan
Cacat Total Tetap

I*azzl 18

Lavanan relomendasi penetapan tewas dan cacal Lol
1:;|,-ap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (2]
huruf j merupakan subsistem lavanan vang terintegrasi
dengan  SIASN  mencakup  keglatan  proses  usulan
rekomendasi penctapan tewas dan cacat total tetap
sampal cengan lerbitnya rekomendasi penelapan tewas
dan cacat lotal lelap Pegawal ASN olch Kepala BEN,

Levanan rekomendasi penetapan tewas dan cacat total

telap sebagaimona dimaksud pada ayat (1) melipuac

kEcglatan:

a. proses vsulan rekomendas) penctapan lewas dan
cacAT total tetap pegawai,

b, walidasi proses usulan rekomendasi penctapan
Lewas dan creat lotal tetap pegawal;

c.  rckemendasi penetapan lewas dan cacar total retap
pegawal dengan sural rekomnendasi dari Kepala
BEHN; dan

d.  meniloring layanan rekomendasi penetapan tewas
dan cacat total tetap pegawai.

[Paragraf 12
Layvanan Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS
lehih dari Satu Tahun

Pasal 19
Lovanan pengangkatan calon PNS menjudi PNS lebih
dari satu tahun schagsimana dimslksud dalam "asal 8
avat (2] huraf k merupalkan subsistcm lavanan vang
rerintegrast dengan B1ASN mencakup kegiatan proscs
usulan penganglkatan calon PNS menjadi PNS [cbih dari
salll tahun sampai dengan penctapan penganpghkatan
calon PMNS memadi PRNS letah dert salu lahun oleh
Kepala BKN.
Layanan pengangkatan calon PMS menjadi PNS lehih
dari salu lahun sebapaimana dimaksod pada avat [
mehnult kegialan;
A, proses gsulan pengangkstan calon PHNS menjacdi
PMS lelnh dan =salu tahung
b walidasi proses wusulan pengangkastan calon PN3S
menjadi PNS lebih dari sacu tahun;
¢, penetapan pengangkatan calon PNS menjadi PNS
letvh dari sar tahuan dengan surar penetapan dar
Eepala BEN; dan
c. monitoring  lavanan pengangkatan calon PNS
merjadl PNE lelah dan saio tahun,




(1]

]

i1

13 -

Paragral 1.3
Layanan Cutl di Luar Tangpungan Negara

Pasal 20

Layanan cutl di luar tanggangan ncgara dimaksud

dalam Pasal & ayat (2) hurul | merupakan subsistemn

lavanan yvang terintegrast dengan SIASN mencakup

kegiatan proses usulan perselujuan pemberian cuth di

ludr tangoungan negara, perpanjangan cuti di luar

tanggungan negara, dan pengaktilan kemmtal PNS vang
telah selesai menjalankan cutl ¢l luar fangpungon
ncgare oleh Kepala BEN.

Lavanan ol o haar tanggungan negara sebagaimeana

dimaksud pada syat (1) meliputi kegiatan:

a. proges usulan persetujuan pemberian cutd di Juar
tanggunpan negard, perpanjangan cutt di luar
tanggunpan ncgara, dan pengaktifan kembali PNS
vang telah  sclesai menjalankan  curi di luar
LATERUTIRAT NEZRrg;

b. wvalidasi proses usulan persetujuan pomberian cut
di luar langgungan negara, porpanjangan curl di
lasr tanpgungan negara, dan pengakeifon kembali
I'M= yang lelah selesai menjalankan cuti di luar
langgungan negara;

. perlimbangan teknis persctujuan pemberian cuti di
luar tanggungan negarn, perpanjangan cutt di luar
tongpungan negars, dan pengeklifan kembah PNS
vang telah  selesal menjalankan culi e Taar
tanprungan negara durt Kepala BEN; dan

d. monitoring layanan persclujuan pembenan cull di
laar langgungan negara, perpanjangan cutl di luar
lanpeungan nepara, dan pengaktifan kembali PNS
vang lelah selesal memalankan cun i loar
LATNPELUNEAT THEATH,

Paragraf 11

Lavanan Penetapan Pertimbangan Status Kepegawaian

Passl 21
Layanan penctapan perambsangan status kepegawalan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 aval (2) hurad m
merupaxan subsistem  lavanan vang terintegrasi
dengan  SIASN mencakup kegiatan proses uasulan
pertimbangan  status  Kepegawaian  sampal  dengan
ponctapan  portimbangan  status kepopawalan  oleh
Kepala By,
Layanan penctapan perbmbangan status kepegawslan
schagaimans dimaksud pada ayat (1) meliputi keglatan:
q. proses usulan pertimbangan status kepepawaian,
b, walidasi nsulan pertimbangan status kKepegawaiaty;
Cc. ponctapan pertimbangan status kepegawaian oleh
kcpala BKIN; dan
d.  mmonitoring lavanan perbmbangan slelus
ke pegnwalan.
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Paragral 1o
Lavanan Pemborhentian dan Pensiun

I'asal 22

Layanan pemberhentian dan pensiun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 avat {2] hural n mermapakan
subsistem layanan yang terintcgrasi dengan SIASN
mencakup  kegiatan  pengelolaan proscs usulan
permberhentian dengan hak pensiun ataw tanpa hak
pensiun unmk PNE dan janda/duda PNS, janda/duda
pocnsiunan,  pensiun pejabat  negorn,  Jandafdods
pcnsiun pejabat negara untuk  mendapatkan
perrimbangan lekmis pemberhentian NS scrta
monitoring  kepulusan  alas  pemutusan hubungan
perjanjian kerja FPPR,

Layanan pemberhentian dan pensiun schagsimans

dimaksud peada seal (1) melipati kepiatan:

4. Proscs pLnelapan pertimbangan telnis
pemberhentian dan pensiun uantuk jabatan
pimpinan tingel madya, jabatan pimpinan tinggs
utama dan jabatan fungsional jenjang wlama yang
kewenangan  keputussn pemberhentian dan
pensiinnya ada pada Presiden;

k. proses penelaoan periirnbarigan teloms
pemberhentan dan pensiun PNS dan jandza/duca
PN vang kewenangan keputusan pemberhentian
dan pensiunnya ada pada PPK;

v proses penetapan keputusan pemberhentian dan
pensiun PNS dan jenda/duda pensiunan PNE;

d, proses  penelapan kepulusan  atas permuilsan
hubungan peraniian kerja PPPR.

B. proses penetapan pertimbangan telnis
pemberhentdan dan pensiun pejabat negara;

{. proses penetapan pensiun  janda/dudaanak
pejahar negara;

i, proses penpgesshan penambahean keluargs bapg
pensiunan PNS;

n. monltoring xeputusan atas pemberhentian PNE
dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiumng,

Lo moniloring kepulusan alas pemulusan hubungan
perjanijian kerja PIFUPK: dan

1. monitoring layonan pemberhentian dan pensian,

Paragrat 14
Layanan Manajemen Talenta Pegawai ASN

Pasal 23

Layanan mangjemen talenta Fegawat ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 avat (2] hurufl ¢ merupakan
subsistem lavanan yang terintegraszi dengan STASM
uniuk  menampilkan  informasit manajemen talenia
Pesawal ASZMN nasional dan manaemen talenta Pepawai
AEN Instansi Pemcrintah,

Layanan manaiernen lalenta Pegawal ASN sebagmimans
dimaksud pada avat [1) mcliputt kegiatan:
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i, pengelolaon proses akuisisi talenta Pegawar ASN
nasional dan Instansi Pemerintal;

L. pengelolaon proses rekomendasl pengermbangan
talenta  Pesawai ASN  nasionol dan  Instansi
Poemeriniah;

c. pengelolaan proses  rekomendasi penempatan
talenta  Peopawai ABN nasional dan Instans
Pemerintal;

. pengelolaon proses reiensi talenta Pegawar ASK
nasional dan Instansi Pemerintah; dan

c. monitoring layonan manajernen talenta Pegawal
ABN nasional dan Instans! Pemerinlah,

Paragrat 17
Lavanan Admin dan 3istem Pendukung

Pasal 24
Layanan admin dan sistem pendukung sebagamand
dirnaksud dalarm Pasal B avar (2] aurudf p merupakan
subsistcm lavanan vang terintegrasi dengan SLASK
mencakup kegiatan admin dan sistern pendukuang
layanan pada STASN.
Levanan admin dan sistem pendukung sebagaimana
dimakesud pada avat (1) melipun keglatan:
f. MANAEMen Denggund yang  lernlegrEas unluk
setiap lavanan;
n. manajemen tampilan dalam penctapan keputusan,
e uncuh relerens: kepegawaian dan rekapitulasi data
profl Pegawai ASN;
d. pengaturan permmuiakhiran data mandin; dan
e. monitoring lavanan admin dan sistem penduloung,

Paragrat 1%
Lavanan Interoperabilitas

Pasal 25
Layanan mtceroperabilitas  scbhagaimanza  dimaksuad
dalam Pasal 5 ayat (2] huruf g merapakan subsistem
layanan yang terintegrasl dengan 3lIASN mencakup
kegiatan pemanfaaten data unmk dibagipalkaikan
dengan institusl lain vang diimplemsentasikan melalai
el serpiee.
Layvanan interoperabilitas sebagaimana dirmmaksud pads
avat (1] mecliputl keglatan:
a. manajemen web service, akses, dan pengaturan
EJI.'ET"I:JITIIH',
b, membual metadats rerargermant systerr;
o, membual serice direetony dan dolomenlass servis;
d. menvediakan metode i1ntegrasi untuk Kode
Referensi keprgawidlan;
¢. mecngatur akscs via single sign on;
f. mengatur Hak Akscs lavanan; dan
g, monitoring layvanan intcroperahilitas.
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Paragral 1%
Lavanan Referensi Kepepgawaian

Pasal 26

Lavanan referensi kepegawaian sehagaimana dimaksud
dalam Pusal B ayat (2) huraf v merupakan subsistem
layunan yvang terintegrasi dengan SIASN  mencakup
kegiatan  yang  berisi Kode Relerensi kepegawalan
sebapai rujukan identitas data yang dapal digunakan
instansi sesusi dengan kebutuhan.

Layanan referensi kepogawaian sebagaimana dimalesad

pada ayat [1) melipuli kegiatan:

., mengelola dan  menyvimpan Kode  Reterensi
kepegawaian  sccara histonkal  sesuai dengan
neraturan feferensl lain terxait dengan Data
Pomawal ASN;

b. :1-:11}-'1:&1&11{;111 Eode Relerensi kepegawaian untuk
Tnstansl Pomerintah; den

o, manitoring lavanan referensi kepegawaian,

Paragraf 20
Lavanan Konsultasi dan Bantoan ukam
Eepegawaian BKN

'asal 27

Lavanan konsultasi dan bantuan hukum kepegavwalan

BEN schapaimuan: dirmaksud dalam Pasal B oavar (2)

buruf = merupakan subsistern layanan yang

terintegras:  dengan  SBLASN  mencakup kegiatan
pengelolaon administras: mventon konsaltas: hukum
dan perkara hultum, pelaksanaan konsultasi dan
wonrdinas) pemberian bantuan hukum, pendampingan

DB CHCHTE cli pengadilan, SErLa pelaksanaan

perdukurmen Lasian [rerRaTH hukurm lerkail

pelaksanzan tugas BEN di bidang Mansjomen ASN.

Layvanan konsultasi dan bantuan hukum kepegawalan

BEN sebapaimana dimaksud pada avat (1] melipati

kepiatan:

d. menyvedialkan layvanan  administrasl  ioventor
perkars hukwm yvaog lelah berkekuatan hukum
totap vang dihadapi olch BEI;

k. pemberian bantuan hukum dan pendampingan
beracara o pengadilan terhadap pejabet ) pegawes
BEN vang menjadi terperiksa, tersangla, salost ala
ahl;

o, mendokumeniasikan konsulias: hulkorn;

d. mendolumentasikan dokumen perkars hokoom;
dan

e. monitoring lavanan lkensultasi dan  bantuan
Fkm,
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Paragraf 21
Lavanan Penpawasan dan Pengendalian

Pasal 2&
Layanan pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 8 avat [2) huruf | merupakan
gyubsistem layanan yanp lerintegrasi dengan 5IASN
mencakup kegiatan vanpg berisi pengawasan  dan
pengendalian implementasi norma, slandar, prosedur,
dan kriteria Manajemen ASN.
Lavanan pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) melipun kegiatan:
4. monitoring seluruh lavanen Manajemen ASN; dan
b, menindaklanjud  implementasi norme,  standar,
proscdur, dan  kriteria Manajemen  ASN - sesu
dengan kotenluan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 22
Lavanan Dashboeard Operasional

Pasal 29

LaavETAn dashboard  operasional  scbagammanz

dimaksud dalam Pasal 8 ayvac (2) huaruf o merupakan

subsizstem layanan yvang lerinleprasi dengan SLASN
uniuk menampilkan data dan statistik dari Layanan

SIASYN vang lelah dilakukan clen Instansi Memerintah.

Lty ariarn deashboord  operasional  sebagaimana

dirnaksud pada avat |1) mehpati keglatan:

a. menyvediakan slatistik status wusulan Lavanan
SASN vane digunaskan per-Instanst Permerinlahg
darmn

b, menyvediakan statistik dan visualisasi integrasi data
SIASN ke Insransi Pemerintah.

Paragral 20
Lavansan Portal Satu Dala Pegawal ASN

Pasgl 20

Lavanaty portal satu Data Pegawal ASN sebagaimans
dimakesud dalam Pasal 8 ayal (2) huraf v merupakan
suoElstem lavanan vang terintegrasi dengan SIASN
untul menampilkan data scatistik Pogawal ARMN untule
keperluan penvusunan kebijakan kepegawsaian sampal
dengan penvediaan meiadata untuk visualisasi statistik
vang dapat dimanfaatkan olch Instansi Pemerintah.

Layanan portal satu Data Pegawal ASN sebapaimans
dirnaksin] pads asvat (1] dengan kepialan yang
menamplkan stalstul secars uwmomm dan detadl Pegawed
ABN seluruh [ndonesia vang paling sedikit melipgac

jenis instansi, jonis jabatan, pangkat atau golongan,

pencidikan, usia, dan jemis kelamin,
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Paragral 24
Lavanan Manajemen Jabatan Fungsional

I'asal 31

Lavanan manajemen jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 avat (2) hurul w metripalian

subsistem lavanan yang torintegrasi dengan SIASN

mencaltup  kegislan  pembinaan jabatan  [ungsional

ASN.

Layanan manszjemen abatan fungsional sebapaimana

dimalksud pada ayal [} meliputi kegiatan:

a. pengelolzan proses perhitungan dan  penetapan
kebutuhan jabatan fungsional,

b peongelolasn DTOsHEsS pengangkatan dan
pengembangan jabalan lunpsional;

v, pengelolaan rckomendas: pemberbentian jabatan
funpsional,

d. pengelolaan informas akredilasi pelatihan
ungsional; dan

e, monitoring layanan manajemen jabalun [ungsional.

FParagral 25
Layanan Sclcksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tingg

Pasal 32
Layanan seleksi terbulka jabatan pimpinan  Unggl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2] huraf x
merupakan  subsistem  layanan vang terintegras!
dengan SIASN mencaloup kegiztan dalam memenuhi
kebutuhan pergisian jabatan pimpinan tinggi
Layanan seleksi terbuka jabatan pumpinan tngg
sehapgaimana dimaksud pada ayac (1) melipuot keglatan:
A, pengelolaan administrator Instansi Pemerintah;
br.  pengelolaan poctal informasi;
e owverilikasi dan pengelolaan data pelamar jabatan
pimpinan inggi; dan
d. monitoring  dan pelaporan  dashboard seleksi
lerbiken gpbatan pimpnan tnggl.

Paragral 26
Layaran Pengembuangan Karier PNS

Pasal 33
Layvanan penpgembanpan  lkarier PNE sebagaimana
cimaksud dalam Pasal B aval (2] haral v merupakan
subsistem [Avanan vang lerinlegrast dengan SIASN
mencakup kegiatan pemenuhsan kebutuhan tencansa
peagembangan karier yang digambarkzan dalam pela
Laricr PIMS
Lavanan penpembanpan kaner PNS sebagaimans
dimuadesid pada dyval (1) moelipul kegislan,
a. usilon rencana penecmbanpan karier PNE Instansi
Femerintah,
. weriikasi ponvusunan rencans pengembangan
karicr 'MS Instansl Pomerintan;
¢. pengelolaan rencana pengembangan karicr PNS;




(1}

2]

[1]

(2

L

d. penpelolaan pengembangan  kaner PNG sccara
nasinnal; dan
c. moniloring lovanan pengembangan karer PNS,

"arseral 27
Lavanan Teknis Standardisas: Jabatan ASN

Pasal 34
Lavanan leknis gsrandardisssi jubalan ARN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (2) hurul =
merupekan lavanan yang lerintegrasi dengan SIASN
mencakup keplatan pengelolaan leknis standardisasi
jahatan ASN.
Levanan lekriis statdardisas1  jabatan  ABN
schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Regiatan:
a. pengelolaan lekois standardisasi informasi jabatan
ASN;
b, pengelolaan teknis slandardisasi kompetensi
Jabatan ASN,
v, peneclolaan teknis standardisas) klasifikas jabatan
ASN, dan
d. monitering lavanan teknis standardizasi jabatan
ASN,

Paragral 28

Layanan Informasi Penyelesalan Banding Admmastratd

Pasal 35

Layvanan miformast penyelesaian banding administran?

sebaganimuna dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hural aa
merupakan  subsislem lavanen  vang lerintegrasi
dengann SIASN dalam rangka memenubl kebuluhan
banding adomumstratif ASN,

Layanan informasi penyelesalan banding administranf
sebapaimana dimaksud pada ayvatl (1] melipund kegintan:
a, penpelnlaan porial;

b, proses wsoulan pengajuan bandimg adrmimstratil;

o, verifikasi data pengauan banding admimstralil;

c. pengelelaan tonggapan banding administratit;

e, pengelelazn prasideng dan sidang badan
pertimbangan ASN;

. pelaporan glalils penyelesaian handing
administratif;
pcngzjuan banding;
perbatkan pengajuan banding;

kepurusan sidang;

|, permintaan tanggapan instansi;

k. keberjalanan sidang; dan

| rmomiloring layanan tnlormasi E'Jt:rl:r'r.‘]t!l-]H'iHrl 15—1r‘.=1ir|H
adrmin:stralil,

-__-:___._I:!-q
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Paragral 29
Lavanan Risiplin ASN vang Terintegrasi

Prasnl 36

Lavanan disiplin ASN vang terintcgrast schagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 avat (2] huruf bh merupaksan

subsistem layvanan yang torintegrasi dengan STASN
mencakup kegidlan monitoring pencgakan disiplin ASN
secara nasional vang dapac diakses melalul laman

Attps:/ Aidis bkngo.id  bertajuan unmak moemudablkan

PPK pada Instanei [Pemerinitah dalam

mendokumentasikan, menetapkan, don menjalubkan

hukuman disiplin 2esuai dengan ketentuan peraluran
porundang-undangan,

Layanan disiplin ABN wang terinfegrasi schagaimana

dimaksud pada ayal (1) melipul kegiatan:

a. pelaporan polanpgaran disiphin dengan diserla
unggah file bukt dugaan pelanggaran disiphing

. verilkasi pelaporan pelanggaran disiplin oleh admin
layaran disiplin ASN vang terintegrasi;

¢ layanon penvusanan dokumen terkait  proses
ponangenan  pelanggaran disiplin paling  sedilit
melipui  dokumen  laporan  pengaduan, surat
kcputusan pembentukan tim pemeriksa,  surat
pemanggilan, berita aeara pemeriksaan, laporan
hasil pemeriksaan scrta keputusan peonjatuhan
hukuman  disiplin sesual dengan ketentuan
i']i."f'!'.'-]ll-'l'HT'l '[l-l."T'l]TIi]HF:E-L‘If'I[’JHI'IEJ-LTI;

d., pandusan prosss pendangandan pelanggdaran disiphn
yumg rnelipatl referens jenis pelanppEran, Kompsis
Lm pemoenksa, dan prosedur penjatuhan hukuaman
disiplin;

&, monitoring proscs penanganan pelanggaran diziplin
melahn pelaporan dan rekapiulas:;,

L dokumenlasy  proses  penanganan pelanggaran
disiplin dan ungeah berkas dokumen Lerkail untuk
validasi;

g, penpunggahon dan pemulakhiran dato terkaic
leepulusan hukuman disipling dan

h., monitoring lavanan disiplin ASM vang terintegrasi.

Paragrat 30
Lavanan Tanda Tangan Elektronils

Pasal 37
Layanan Tanda Tangan Elektronik schbagmimana
dimealksud dalsm Pasal 8 avat (2) huraf oo merapakan
subsistem  lavanan vang lerintegrasi dengan SIASK
mencakup kegiatan pengesahan/penambahan
informasi elektronik sebagai media verifikasi dan
dutentilikasi terhadan Dokiren Kepogdwalan
clektronik clel pihak tertentu vang telah terverifikasi
oleh penyelenpeara Sertifikat Elektromle
Layanan Tanda Tanpan BElektronik sebagaimaona
dirmaksid pada ayat (1) melipan kegiatan:
A, pengelolaan jenis dokumen;
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h. manajuinen pengruna terinleges si;

¢, rogistrasi dan aketivasi Scriifikat Elekcronile;

4. pencabutan spesimen Tanda Tangan Elektronik;

. peneclolaan mbox paraf dokumen elekironik;

i peogelolasn inbox tanda tangan  dokumen
clelronik; dan

g, monitoring layanan Tanda Tangan Elcktronik,

Paragraf 31
Lavanan Seleksi Lowongan Pindah Instans

Pasal 38

Layanan sclekst lowoengan pindah instansi schagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayvat {2) huraf dd merapakan
subsistem layanan vang terinlegrast dengan SIABN
mencakup  kegiatan  dalam  memenuhi kebuluhan
pengelolian lowongan  perpindahan ASN bag vang
bekorja pada [nstanst Pemerintah,
Lavanan seleksi lowongan pindah mstansi schagaimans
dimaksud padsa avar (1) meliput kegiatan:
a. pengelolaan lowongan;
b, wverifikasi dan pengolahan data pelamar; dan
c. menitoring layanan  seleksi lowengan piradah

inslansi.

Paragrat 32
Lavanan Tematik kepegawalian can
Lavanan Pendukung Kepegawalan

Pasal 30
Layanan tematik kepegawalan dan layanan pendukung
kepepawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayal (2] hural es merupakan subsistem lavanan yvang
teriniepras denpan BIASRN monceakup kegialan layanan
lemalik kepeedwaian alawn rangkaian Kegiatan layanan
pendubkung  kepegawsian  vang  terintegrasi  dengan
SIASHN.
Layanan tematik kepegawalan dan layvanan pendukung
kepegawaian sebagaimana dimaksad pada avat (1)
e lipat:
A, MyASN,;
. mistem seleks calon ASN;

. BIELCT InTormEs] KepepawEiET nasinEl;

d, sistoem informasi kepeeawaian Instanst Pomerintakbs;
¢. manacmcen lcmbaga;

f. manaemen asesor

g, porial data pemlaan komperans;

b, aplikasi berbapipaksa) penyvelenpgaraan penilaian

kompetonsi;
Lo indeks profesiomalitas ASN; dan
Invanan lainnya.
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BAB 111
PENGELOLAAN SIASN

Bapian Kesatu
TTrmiarm

Paszal 4G
SIASN  dikelola secara berjenjang,  terkoncksi,
terintegrasi, dan dapat dipertanpgungjawablan.
Pengelolaan SIASN dilabsnakan dengan
mengutamakan prinsip nteropabilitas, Iransparans,
aulmmatisasi, dan nirkerras.

Bagian Kedua
Penpelola S1ASH

Puasal 41

SIASN wajib dilkelola oleh:

.

b,

(1]

[1]

2]

(3}

BEN untuk pengelolaan SIASN dalam lingkup skala
nasinnal;

Kanionr Regional BKN untuk pengelolaan SIASN dalam
Iinglkeup skala regional;

Unit Pengelol: Kepepawalan  Instansl Pusat untuk
pengelolzan  SIASN  dalam lingkup  Instans! Pusat
Magng-rrsing; tlan

Unil Pengelela Kepegawaian Instansi Daerah untuk
pengelolaan SIASN  dalam  lingkup Instansi Daerah
masing-masing,

Prsal 12

Tugas dan angaung jAawah penpelolaan SIASN olen BN
schapaimana  dimaksud  dalam Pasal 41 bural oa
dilaksanakan oleh depuli vang membidangi sistem
mformas kepogawaisEn,

Tugas duan langgune jawab pengclolaan S1ASN oleh
Kantor Hegional BEKN schagaimanz dimaksud dalam
Pasal <41 hural by, dilaksanakan oleh Kepala Kantor
Regional BEN,

Dalam pelaksanasn lupas dan anggung jawabmva
sebagaimana aval (1], depun vang membidang sistem
informast kepepawaian berkoomdinast denpan Inslans
Pemerintah vang bidang tugasnva terkait dengan SPBE,

IPazal 43

BEN dan Kantlor Regwnonal BEN menyedinkan Akses
pengriman Data Pegawal ASN, Informasi Pegawal ASN,
dan Lavanan  SIASN kepada Unit Pengelols
Kepegawaian.

BEN dan Kamor Repional BEKN menyedinkan Alses
pengambnlan Date Pepawar ASN, Informasi Pegawal
ASN, dan  Layanan 3IARN Lepi Unil Pengelols
Kopogawalan,

BEN, Kantor Regional BEMN, dan Unit Pengelola
Keopegawatan menyediakan Hak Akses bagi sumber
dava manusia BlASN scsual dengan koewenangannya.,
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BKX, Kanlor Regional BEN, Unit Pengelola H-:*.pngawa@an
Instansi Pusat, dan Unit Pengelola RKepegawalan
Instansi Doaerah menvediakan akses keterbukaan Dala
Pogawai ASN, Infurmasi Pegawai ASN, dan Layanan
SIASN sesual dengan ketentuan persluran perandang-
'I_I'I'Ill_].H ri I::.'r“'.l :

Bayian Ketiga
Pengelolaan SIASN

Foarapral |1
Ruang Lingkup Pengelolaan SIASN

Pas=al 44

Ruang hingkup Pengelolaan STAEN melipuli:

A,
L.
.
.

(2]

(L

perencanaall SIASN;
impleinentas: 5145N;
dukungan Lavanan SIASN; dan
monitoring dan evaluasi SIASN.

Paragraf 2
Perencansan SIASN

Pasal 45

Perencanaan SIASH scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 huraf a berpedoman pada:

a. kebijakan RPBE lavanan administrasi
pemerintahan bidang aparatur negara, dekumen
rencana strategis BEN, dan pela jalan [roeadmap)
teknolom informas: dan komunikasi BEKN:

b, dokumen perencanaan dan penganggaran SPBE
layanan  administrasi  pemerintahan  bidang
aparatur negarda, hasil monitoring dan evaluasi,
analisis  kcbutuhan, analisis rsiko, dan/ataud
rekomendasi tindalk lanjut avdit teknologt informast
dan komnunikasi; dan

oo dokumen flaporan hasil keordinasl dengan anit
kerja yang membidangl percncanaan dan unit kerja
vang  membidangl audit internal  dangatau
dokumen wsulan  perencanaan unit Kerja vang
memilili layvanan vang berbasis teknologl informasi
dan kemunikasi.

Perencanaan SIASN hertujuan untuke

s, mempermadah pernutakboran Data Pegawal ASN,

b, mempercepat Lavanan SIASN;

c. mendolumentasikan proses bisns dan Layanan
S1ARN; dan

d. memudahkan pengammbilan keputisan terkain
implementasi SLASN,

Pasal 16
Tahapun perencanaan 3IASN melipat:
a. pendelinisian tajuan mang lingkap dan manfaar
kcgmatan;
k. penentuan struktur, peran, dan tanggung awab lim
kegiatan; dan
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¢, penvusunan roneana manajemen kegialan vang
paling sedikil memuat jadwal, pembagian lugas dan
surmber daya, manajemen resiko, pemblayoan, dan
lstitust lain.

Tahapan perencanaoan SIASN schagaimana dimaksud

paca ayat (1) diselaraskan dengan proscs bisms, data

dan informasi, infrastrukour, aplikasi, keamanan, dan

lavanan administrasi pemerintaban di badang apsratar

NEZHTH.

Paragral 3
Implementas: SIASN

Pasal 47

Implemnentasi STASN  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 44 huraf b bertujuan untuk mendukuong
pemaniaatan Data Pegawal ASN, Informas! Pegowil
ASN, dan Lavanan SIASN wvang rferinfegrasi antar
Inslansi Pemerintah.

FPE berizngpung jawab atas implementasi SIASHN
sebapgaimana dimaksud pada avat (1) di lingkunpannya.

Paszal 45

Dalam wnplementas: SIASN sebapgaimana  dimaksud

dalam Pasal 47;

2. Instansi Pemernntah melakokan Integras STASN
dengan layanan tematk kepegawsian dan layanan
pendukung kepegawaian pada SIASN;

B, dmestitusi lain dapat melakukan integrasi layanan
pendukung kepegawaian pada SIASN; dan

. Instansi Pemerintabh walib memilib implementas
S[AZN menggunakan sistom informas: kepogawalan
Instanst vang terinteprasi 2 (dua] arah pada SIASN
atau sistem nformas] kepegawalan nasional.

lntegras: BIASN schbagaimana dimaksud pada avat |1)

hural 4 bertujpuan unink mermalakhivkan dan
moelenghkan data probl Popawar ASN sesual dongan
ketenluan peraluran perundang-undangusn,

Institusi laim sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

huruf b dapat melakokan Integras: SIASN melaha

keseprbkalan kerjasame.

Dalam pelaksanaan Intcgrast SIASN schagaimana

dimaksud pada avat (2], BRKN melakukan tahapan :

. pengdjuaan unink penpujian konscp aphikas sesos
dengan Tormal vang wlah diteniiuloan;

b, akses halaman peramban Manaemen  sarana
intepras;

¢, pendallaran aplikast dan alamal protokol intermet

publik vang akan digunakan;

pembaatan Kode Akses;

pendafteran sarana pemrograman antar muka;

wji coba sarana pemrograman antar muka,

implementasi sorana pemogratnan antar muka; dan

moniwering dan evaluasi Inlegrast SLASN.

TR A
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Langkah Integrasi SIASN cleh Instansi Permerintah dan
institusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tordiri atas lahapan:

a. pengajuan  surat permohonan  integrosi kepada
deputi - vang  meombidang)  sistem formasi
leepegawaian;

b. pengsjuan alamat protokol internet publik melalu
surat permohonan pengguna kepada deputi yang
membidangl sistemn informasi kepegawsaian; dan

<. uji coba Kode Akscs vang telah diberilan.

Data prafil Pegawai ASN schagaimana dimaksud pada

ayal [?) diintegrasiltan sceara satu arah danfatan dua

arah paling sedikit melipusi:

A, dals ulama Pegawal ASN,

B. dals riwayat golongan;

. data nmwayval pendidikan,

d. dala riwavat ponyesusan massa kKerja,

e, dals riwavat pindab instanst;

. dala riwnval profesi;

g data riwavat kedudukan hukum;

h. data viwavat cutl diluar tanggungsan negara;

1. dlata siwayat jabatan;

J.  dald riwayart pelatihan;

. data riwayat angka kredit;
1. data riwayat hukuman disipling
m. dule riwayat calon PAS/PNE;
1., dala riwayat sistem kinerja pogawal;
0, ddla rewavat orangrua;
. dals riwsEval pasENEAn,
0. ddla riwaval anak;
r. data riwaval penghargaan;
5. data riwavat organisasi,
. data riwavat kinerjs;
W, ddala riweval laporan hastl kekayaan;
v, dala nwaval pendapatan;
w, clata riwayal kompetenst dan potensi;
duta riwayal lugas helajar; dan
data mwayal pemberhentian.

e

Pasal 49

Uniuk menjamin sistem informast kepegawsalan Instansi
Pemerinizh tetap lerintegrasi dengan S1ASN, pengembangan
sistem informasi kepegawaian pada Instanst Pomerintah
mengzurakan Kode Relerensi kepegawalian.

[1}

Parapral 4
Dikunpan Layvanan S1ASN

Pasal 50

alam  menjamin implementasl  siscem nformasi
kepegawnian Instans) Pemerintah  tetap terintegrasi
dengan SIASN diperlukan dukungan Layvanan SLIASN
sebogaimana dimaksud dalam Pasal 44 harul o

Dukungan Lavanan 2IAEN sebagaimann dimalosud
padda avat [1] bertujuan untuk memberikan dukungan
bagi Instansi Pemerintah dan  institusi lain yang
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menemukan kendala pengmunaan aplikasi, integrasi,
dan rekonsiliasi data SIASN.

Dalam  hal adanya kendala scbagasimana dimalsud
pacda  ayat [2], BEN dan hkantor Regional BRN
menyediakan  helpdesk nasional  BIASN  sebagal
jembatan penghubung  uniok  memberikan  saran,
masu karn, kritik, dan mermecahkan masalah
implementast SIASN,

Lavanan  halpdesk  nasional  SIASEN  svbagaimeana
dimaksud pada ayat (2) dapat diakses pada halaman
hirps:/ S support-siasn, blorogo. ol

Selain  menvediakan  helpdeskc nasional - STASN
sebapaimana dimaksud pada ayvac [2), BEN dan Eanlor
Repiunal BEKM dopat memberikan dulungan layvanan
bherupa fasilitasi, asistensi, dan bimbingan  ieknis
lerkait penggunaan aplikasi, integrast, dan rckonsilizsi
drta kepada lnstans: Pemeriniab dan institusi lain,

Parapgral 5
Monitoring dan Evialuas SIASN

Pasal 51

Wonitoring dan Evaluasi SIASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huraf d dilakukan oleh PPE, Kepala
BEN. dan Kepala Kanlor regional BEN sesual bidang
tugas masing-masing secara  leratur, terpadu, dan
menveluruh,

Monitoring dan evaluasi STASN setmgaimana dimaksuad
pada avat (1} bertujuan untuk mengukur implementasi
SIASH dalam lingkup Dara Pepawal ASN, [nformas
Pegawal ASN, dan Layanan  SIASN  agar  dapat
dikembanglan scsual arah kebijpkan SPHE.
Monitoring dan evaluasi SIASN schagnimana dimaksud
pada  ayat (1) dilakukan melaln pernaniacan,
plaporan, rapat koordinasi, dan visilasi secars berkala.

BAD IV
SUMBER DAYA S1AEN

Baman Hesatu
Umum

Pasal 32

BEN memiasilitasi penvedioan sumber duava SIASN
untuk memperlancar implementast  SLASN  sesual
dengan KoWCnADEATITIYE THASINE MAasing.
Sumber dava SIASN schagaimans dimaksud pada ayal
(1] terdirn atas:
a,  =umber dava manusia;
L. pengelolaan infrastruktur teknolog) mformasi dan

komuniliasi 2LASN; dan
. keamanan data, mformast, dan Layanan SIASN.
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Bagian Kedua
Sumber Dava Manusia

Pasal 23
Sumber dava manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 aysut (2) huraf a terdin atas:
a. adminisirancs;
b, werifikalor atau operator; dan
o, pemberi persciuajuan.
Administrator  dan  wvenbkawor atau operator
sebagaimuna dimaksud padas ayal (1) araf a dan hurul
b haras memiliki kompetensi di bidang  statistik,
kompurer, dan/alau sumber daya manusia aparatur.

Pasal 54
Instansi Permerintah mengajukan Hak Akses untuk
adminisiraior scbagaimans dimaksuc dalam Pasal 53
avat (1} huruf a pada instansi masing-masing dengan
rahapan sebagai berikuac
a. permehunan Hak Akses ditujukan kepada deput
yvang membiduangi sistem Informasi kepepawaian;
ciar
b, deputi  yvarg membidangi  sistem  informeasi
kepegawainn sebagaimana dimaksud dalam hurul
# membertkan persetujuan terhadap permohonan
Hak Akses melalul pemberian Hode Alkses,
Administralor sebapgaimana dimaksud pade avat [1)
bertangoung jawah alas penggunaan Kode Akses,

Pagal A5
Administrator schagaimana dimeksud dalam Pasal o038
ayal [1] huruf 2 pada BKNM ditetaplkan oleh depuli vang
membidangi  sistem  informasi kepegawolan  dalam
heniuk surat <eputusan.
Adminisirator sebapaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilaksanakan oleh unn kerja di BEN yvang mempunyai
tupas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk melaksanskan
pengelelaan SLASN,
Jumlah administrater sebagaimana dimaksad pads
ayal (1) paling sedikit berjumlah 1 {satu} orang,
Administralor sebagaimana dimaksud pada avat [1]
memiliki tugas sebagai berikut:
a. mengclola Hak Akses administrator Kantor Regional
BEN dan instansi;
b, mengelola jenis layanan parla S1AGN,
e, mengelola integrasi dari danfatau ke SIASN; dan
d. mengelola Hok Akses pojabsl vang berwenang pada
jenis Layanan SIASN.

I'azal L6
Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
avat (1] hurul a pada Instansi Pemerinrah ditelaploarn
oleh PPE.




<]

(4]

(1]

- 28

Penetapan administralor sebagaimana paca ayat 1]

waijib dizsampaikan kepada deputi yang membndangi

sistem informasi kepegawalan.

Jumlah administrator schagaimana dimaksud pada

ayal (1) paling banvak 1 {saiu] orang pads setiap

Tnsiansl Momerintah.

Adminismrator sebopaimana dimaksud pada ayal (1)

mermilik! tugas sehapa beriloat

a.  mengelola Halk Akses pengguna verifikaror atau
operator dan pemben persenijuan;

k. mengelols format kepuiusean yvang akan digunakan
oleh Instansi Pemeriniah yang mengusulkan;

e.  mengelola Hak Akses pejabat vang berwenang
dalam penandatangunan keputusan;

i, rekonsiliasi Nara Pegawal ASN, dan

¢, mengelola unil kerja yang melakukan veritikasi
dan usulan.

Pasal 57

Verifilealor slau aperator sebhagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) huraf b pada BEN ditetapkan oich

deputi yung membidang Layanan S1ASN ztau Kepala

Kantor Regional BKN.

Verilikator atau operator sebagaimana dimaksud peda

ayat (1] dilaksanzkan aoleh unit kerja di BEKIN arau

Kantor Regional BEN vang mempunyal tugas, fungsi,

dan kewenangan berdasarkan kelenluan peraturan

perundang-undangan  scbagal  pengguna Layanan

SLASN.

Jumlah  wverifkaror  ateu operalor sehagaimana

dimaksud pada avat [1] dapat berjumlzhb 1 (sama] orang

ulaw lebith.

Verifikator atau apcrator sebagaimana dimaksud puada

ayat (1) memiliki tugas schagal berikut:

a. melakukan permeriksaan kemball alas perekaman
datz yang telah dilakukan;

b, mengemhbalikan usulan Layanan SIASN  spabila
herkeas Lidak sesual dan berkas lidak memenuhi
syaral; dan

. melakukan koordinasi dengan administrator lerkail
usulan Lavanan 3IASN vang mengalami kendals
pada sislermn.

I'asal 58
Verifikalor 2tau aperator schagaimena dimaksud dalam
Pasal 53 ayat [1) huraf 5 pada Instansi Pemenntab
diretaplkan oleh PPE.
Verifikator atau operaior sebagaimana dimaksud sval
i1j dapat berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan wil Kerja.
verifikator atau operalor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugns sebagail berikat
&,  melakokan  perchaman data terhadap usulan
Layanan 21A5N;
b, melakukan pemerksaan kembali atas perchkaman
dala vang telah dilakukan;
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¢. mengembalikan usulan Layanan SIASN apabila
borkas tidak scsual dan berkas tidak mermenuil
gyaral; dan

d.,  melakukan percmajaan darta.

Pasal 2%

Pemberi perselujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 avat [1] hurufl ¢ pada BEN ditetaplioan oleh

deput vang membidang Luyvanan SIASN atau Kepals

Kantor Regional BRN.

I'emberi perselujuan schagaimana dimaksud pada aval

1) dilaksarakan oleh unit kerja di BEN dan kantor

Regional BKN yang mempunyai tugas, fungsi, dan

kewenangan  berdasarkan ketenluan pEracuran

petundang undangan sebagal  pengouna Layanan

SLASH.

Iemberi perselujuan scbagaimans dimaksud avat (1)

paling sedikit berjumlsl 1 {sata) orang pada saluan

unit kerje BKN dan Kantor Regional BRN.

Pemberi persetujuan schagaimana imaksud pads ayal

|1] memiliki tugas schagai berikul:

a. melakuksn pemeriksaan kemball atas perekaman
data vang telah dilakukan;

b, mengembalikan usulan Layanan SIASMN kepacn
verilikator atat aperator apahila berkas tidak sesual
tdun berkas tidak memenuhi syarnl; dan

o, melakukan pengesshan usulan alns perckaman
duta yang dilakukan oleh verilikalor alau operator.

Fasal 0

Pemberi persctujuan sebagaimana dimalksud dalam

Pasal 53 avat (1] huruf ¢ pada Instansi Pemerint

ditelapkan oleh PIK.

Pemberi persetujuan scbagaimana dimaksud avat (1)

dapat herjumlah paling scdikit 1 [salu} vrang pada Unit

Pengelola Keprgawalian.

Pembert perseiujuan dimaksud pada ayal (1) memiliki

tugas sebapgal berikul:

a. melakukan pemeriksaan kembali atas perekaman
data vang ielah dilakakan;

b, mengembalikan usulan Lavanan SIASN kepada
verifiliator sisu aperator apabila berkas tidak sesum
dan berkas tidak memenuhi svarat; dan

c. melakukan pengesahan usulan atas perekaman
data vang dilakukan cleb verifikatoer alau operdlor,

Bagian Ketiga
Pengelolaan Infeastrusur Teknologl Informas: dan
Kommnikas: SIASN

Pasal &1
Vengelolaan  infrastruktur  teknelog  informasi dan
komunizasi SIASN sebagaimana dimaksud dalaim Pasal
52 avat (3] hurul b terdin atas,
a. BEN selaku pengelola; dan
by, Instansi Pemerintah selaku pengsuna.
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Penpelelasn infrastruklur SLASK SCTEEHITTIETIE
dimaksud pada avat [1] mengacu pada kelentuan
mengenai pengelelaan infrastrokir relonologl nformias:
dan  komunikasi pada BEN, kelentuan  Instans
Pemerintah, dan kelentuan  poraturan  perunoong
undangar.

BKXY  berangoung  jawsb  terhadap pengelolaan
infrasirukiar teknclogi mlormast dan komunikast pada
BN  sesual  dengan ketentuan pengelolaarn
infrastrukrur teknoleg informasi dan komunikas: o
linglnngan BEN.

instansi Pemerinlah  bertanggung  jawab  terhadap
pengelolaan  infrastrukiore teknaologl  informasi dan
komunikasi pada instansi lermasuk pada unitc-unil
kerja di Engkungannya.

Instansi Pemerinial dapat menempatkan infrastruktur
teknologi informast dan komunikssi SIASN pada Pusat
Data Masinnal.

Bagian Keempat
Keamanan Data, Inlormeasi, dan Laovanan SLASN

Pasal 62
Keamanan data, inforrmasi, dan Lavanan  S[ASN
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) hurul ¢
dilaksanakan sesual dengan  ketentuan  peraturan
porundang-undangan  dan  standar keamanan yang
berlaku.
Standar keamanan scehagaimana dimaksud pada ayat
(1) Ltidak terbatas pada kegizlan pengelolaan risiko,
pengujisn  keamanan, dan pemanteuan  keamanan
berkelanjatan,
Dalam implemenzasi 2SN, swnber daya manusia
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 53 avat [1] harus
menjammn keamanan don kerahasiaan data, informasi,
dan  Layanan SIASN  sesual  dengan  ketentuan
peranirsn perundang-undangan.
Dalam  hal sumber daya  menusia scbagaimana
dimaksud pada avat [3) melakaken  pelangsaran
keamanart dan  kerahasiaan  data,  informasi, dan
Layanar  SIABN  diberiksiz sanksi  sesual dengan
ketentuan peraturan perundsng-undangan.

BAB VW
PENGEMBANGAN STASN

Pasal 63

BEN melakukan pengembangan SIASN menggunakan
prinsip lerinlegras, menggunakan  teknolegi  open
source, mengikuti standar tata kelola aplikasi, dula dan
tekneologi  informasi dan komunikasi BEN, mudah
digunakan, serta sesuasi dengan  kebutuhsn  dan
perkembangan toknologi.

BEN dapat melakulan kerja sams dengan pihak ketiga
untuls pengembangan SIASN paling sedikit dengan
wetentaan:




- 31 -

a. kode sumber darl program komputer yang dibuat
oleh pithak lketiga harus diserahkan dan disimpan
oleh BEN;

. Pihak ketiga harus menjapa kerahasiaan data dan
informas: di dalam pengembangan SIASN;

co penvimpanan dan pengendalian akses Data Popawal
ASHN, Informas! Pegawai AN, dan Lavanan SIASN
dilakukan oleh BEN: dan

d, mhak keliga schbaga sumber daya  eksternal
pengembang SLASN harus mempunyai Kompetensi
yang sesual dan memadai.

(3] Kerja sama pengembangan SIASN dengan pihak ketiea
sebagaimana dimaksud pade aval (2) dilsksanakan
sesunl  dengan kelenluan  peraturan  perundang-
undangan.

BAB V1
PENDANAAN BIASN

Pasal &4
Fendanman SIASN bhersumber dari:
H. Angpartan Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b sumber lain yvang sah dan tidak mengikar sesuai denpan
kelenluan perundang-undangan.

DAL VIT
KETENTUAN PENUTUDP

Pasal 65
MPada saat Peraturan Badan ini mulsi berlaku, [nstansi
Pemmerintah vang  telah  memiliki sisterm informasi
kepegawaian wajib mengintegrasikan ke dalom SIASN paling
lambat 2 [dus) tahun tethitung sejak Peraturan Badan il
diundangkan.

Puasal 66
Peraturan Radan m mulal berlaka ]_'r.;l.da tangpgal
dmndangkan.
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Apar selian oran mengelahumnya, mermnerinitahlkan
B i A E ]

pengundangan Peraturan Badan in dengan penempalannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 20023
Pli. KEPALA

BADAN KEPEGAWATIAN NEGARA
REFUBLIK INDONESTA,

LLcd.
HAEY MO DWW PUTRAMNTO

Mundanghkan diJakaria
pada tanppal 26 Reprember 2023
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HEPUBLIK INLDUNESLA,

i,
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Salinan sesual dengan aslinva
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA




